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B. Dasar Hukum  

1. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten  Dala m 
Lingk ungan Daerah Istimewa Yogyakarta;  

2. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa ; 
3. Undang -Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan  atas Undang -Undang Nomor  23 Tahun 2014 
tentang  Pemerintahan Daerah ; 

4. Peraturan Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 t entang  
Peraturan Pelaks anaan  Undang-Undang Nomor 6  Tahun 
2014 t entang  Desa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahu n 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah  Nomor  43 Tahun 
2014 t entang  Peraturan Pelaks anaan  Undang -Undang 
Nomor 6  Tahun 2014 t entang  Desa; 

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Be lanja 
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  

6. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa;  

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 t entang Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa ; 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman 
tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 
Musyawarah De sa; 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Pendampingan Desa ; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor  2 Tahun 
2010 t entang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah  Kabupaten Gunungkidul  Tahun 2005 -2025 ; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 
2014 tentang APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 
Anggaran 2015 ; 

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2015 
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016.  
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C. Tujuan 
Memuat penjelasan tentang tujuan penyusunan RKP Desa.  

D. Visi dan Misi Desa 

Memuat tentang gambaran desa yang akan dicapai melalui visi 
dan misi desa, adapun visi desa adalah rumusan umum 
mengenai keadaan yang diinginkan desa pada akhir periode 
perencanaan, sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai 
upaya-upaya yang akan dilaksanakan desa untuk mewujudkan 
visi.   

 

BAB II.  GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Desa dalam 
penyelenggaraan kewenangan desa di bidang pemerintahan desa, 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat. Menguraikan secara ringkas apa saja 
sumber daya yang dimiliki desa dalam penyelenggaraan tugas dan 
fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah 
dihasilkan melalui pelaksanaan RPJM Desa,  mengemukakan 
capaian program prioritas desa yang telah dihasilkan melalui 
pelaksanaan RPJM Desa, dan menguraikan hambatan-hambatan 
utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui RKP 
Desa ini.  

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah 
Menguraikan gambaran umum desa dan potensi-potensi desa 
dari segi sumber daya alam, ekonomi, sosial, dan budaya.  

 
B. Kebijakan Keuangan Desa 

1. Kebijakan Pendapatan Desa 
Pada paragraf ini memuat arah kebijakan pendapatan desa 
Tahun 2016 diproyeksikan bersumber dari mana saja 
beserta targetnya. Proyeksi tersebut disajikan dalam tabekl 
dengan format tabel 2.1 dibawah ini. 
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Tabel 2.1. 
PENDAPATAN  DESA ............ 

TAHUN 2016 
Kode 

Rekening Uraian 
Tahun 

Ket. Berjalan 
( 2015 ) 

Proyeksi 
( 2016 ) 

1. Pendapatan    
1.1 Pendapatan Asli Desa    
1.1.1 Hasil Usaha Desa    
1.1.2 Hasil Pengelolaan Aset Desa    
1.1.3 Swadaya, Partisipasi, dan 

Gotong Royong  
   

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli 
Desa 

   

1.2 Dana Transfer     
1.2.1 Dana Desa (DD)    
1.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan 

Retribusi Daerah 
   

1.2.3 Alokasi Dana Desa (ADD)    
1.2.4 Bantuan Keuangan     
1.2.4.1 Bantuan Keuangan APBD 

Provinsi 
   

1.2.4.2 Bantuan Keuangan APBD 
Kabupaten 

   

1.3 Pendapatan lain-lain    
1.3.1 Hibah dan Sumbangan dari 

Pihak Ketiga 
   

1.3.2 Lain-Lain Pendapatan desa 
yang sah 

   

C. Kebijakan Belanja Desa 
Pada paragraf ini memuat arah kebijakan prioritas belanja desa 
tahun 2016 diarahkan untuk apa saja.  Arah kebijakan belanja 
tersebut disajikan dalam tabel dengan format tabel 2.2 dibawah ini: 

Tabel 2.2. 
BELANJA  DESA ............ 

TAHUN 2016 
Kode 

Rekening Uraian 
Tahun 

Ket. Berjalan 
( 2015 ) 

Proyeksi 
( 2016 ) 

2. Belanja Desa    
2.1 Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 
   

 Kegiatan .................    
 Kegiatan ................    
2.2 Bidang Pembangunan Desa    
2.2.1 Kegiatan .................    
2.2.2 Kegiatan ................    
2.3 Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan Desa 
   

2.3.1 Kegiatan .................    
2.3.2 Kegiatan ................    
2.4 Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 
   

2.4.1 Kegiatan .................    
2.4.2 Kegiatan ................    
2.5 Belanja Tak Terduga    
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D. Kebijakan Pembiayaan Desa 
Pada paragraf ini memuat arah kebijakan pembiayaan tahun 
2016, terdiri dari Proyeksi penerimaan pembiayaan tahun 2016 
(Silpa, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan desa yang 
dipisahkan), dan proyeksi pengeluaran pembiayaan 
(pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal desa), 
seperti pada tabel 2.3 dibawah ini: 

Tabel 2.3. 
PEMBIAYAAN  DESA ............ 

TAHUN 2016 
Kode 

Rekening Uraian 
Tahun 

Ket. Berjalan 
( 2015 ) 

Proyeksi 
( 2016 ) 

3. Pembiayaan    
3.1 Penerimaan Pembiayaan    
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SILPA) tahun 
sebelumnya 

  
- 

 

3.1.2 Hasil penjualan kekayaan 
desa yang dipisahkan 

   

3.2 Pengeluaran Pembiayaan    
3.2.1 Pembentukan dana 

cadangan 
   

3.2.2 Peyertaan modal desa    
 

BAB III. EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN  
A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Desa tahun lalu 

Evaluasi pelaksanaan program RKP Desa memuat review 
terhadap perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/tahun 
2015), mengacu pada APBDesa tahun 2015.  Selanjutnya 
dikaitkan dengan capaian target RKP Desa berdasarkan realisasi 
program dan kegiatan seperti tabel 3.1 Evaluasi rencana kerja 
pembangunan desa di bawah ini.   

 

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa dan Prioritas 
Pembangunan 
Memuat identifikasi permasalahan desa berdasarkan RPJM 
Desa pada tahun rencana 2016 dan berdasarkan prioritas 
pembangunan desa tahun 2016. 

Contoh
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BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA   
                TAHUN 2016 

A. Prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2016. 
Memuat prioritas program/kegiatan skala Desa atau 
program/kegiatan yang bisa diselesaikan di tingkat desa melalui 
Dana APBDesa Tahun Anggaran 2016 seperti pada Format 
Rancangan Akhir RKP Desa (Format V.1) 

 

Catatan :  
Pendanaan program/kegiatan agar dihindari penggunaan dana 
lebih dari satu sumber, kecuali untuk kegiatan tertentu yang 
spesifik dan jelas batasan target kinerjanya serta 
memungkinkan dari sisi regulasi  

 

BAB V  PENUTUP  
Bab terakhir atau penutup memuat kaidah pelaksanaan 

yang meliputi penjelasan antara lain RKP Desa sebagai pedoman 
dalam penyusunan program prioritas pembangunan, penguatan 
peran desa dalam pelaksanaan pembangunan dan merupakan 
dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, 
serta catatan dan harapan Kepala Desa. 

 

 

 Wonosari,                                  2015 

 

Kepala Desa................ 

 

 

..................... 
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VI. Sumber Dana 

Seluruh proses pelaksanaan Musdes, Penyusunan Rancangan RKP Desa, 
Musrenbangdes, dan Penyusunan Rancangan Akhir RKP Desa dibiayai dari 
APB Desa 
 

VII. Penutup 
Demikian petunjuk teknis Penyusunan RKP Desa Tahun 2016, agar 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 
 

 

Wonosari,  24  Juli   2015 

Bupati Gunungkidul 

 

ttd 

 

BADINGAH 
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PETUNJUK  TEKNIS 
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  

( RKP DESA )  
TAHUN 2016 
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